
 

 

BUPATI PROBOLINGGO  

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN BUPATIPROBOLINGGO  

NOMOR :    60TAHUN 2018  

TENTANG 

MATRIKS KELENGKAPAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ)BELANJA 

DAERAHKABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN ANGGARAN 2019 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 

BUPATI PROBOLINGGO, 

 

Menimbang  :  Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam 

NegeriNomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 

2011, perlu menetapkan Peraturan Bupati Probolinggo 

tentangMatriks Kelengkapan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) 

Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran2019. 

 

Mengingat  :  1.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 1965; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi danNepotisme; 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara; 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

PerbendaharaanNegara; 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggungjawab KeuanganNegara; 
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6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

SALINAN 



 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan  Daerah; 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

PeraturanPerundang-undangan; 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  Pemerintahan  Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun2015; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan KeuanganDaerah; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 21 Tahun2011; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran2019; 

12. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Probolinggo  Nomor   09  Tahun 

2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Probolinggo Nomor 4 Tahun2016; 

13. Peraturan  Daerah  Kabupaten  ProbolinggoNomor 6Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MATRIKS KELENGKAPAN SURAT 

PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ) BELANJA DAERAH KABUPATEN 

PROBOLINGGO TAHUN ANGGARAN 2019 
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BAB I 

KETENTUANUMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 



 

1. Daerah, adalah KabupatenProbolinggo. 

2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah KabupatenProbolinggo. 

3. Bupati, adalah BupatiProbolinggo. 

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, 

adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan 

PeraturanDaerah. 

5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD, adalah Perangkat Daerah pada 

Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga 

melaksanakan pengelolaan keuangandaerah. 

6. Matriks Kelengkapan Surat Pertanggungjawaban (SPJ), adalah ketentuan yang 

dibuat untuk menstandartkan lampiran-lampiran dalam penyusunan 

pertanggungjawaban APBD. 

 

BAB II 

MATRIKS SURAT PERTANGGUNGJAWABAN 

Pasal 2 

(1) Matriks Kelengkapan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebagaimana dimaksud 

Pasal 1 angka 6 berfungsi  sebagai pedoman bagi PD untuk menyusun surat 

pertanggungjawaban APBD Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran2019. 

(2) Matriks Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan 

Peraturan Bupatiini. 

 

Pasal 3 

(1) Dalam hal Matriks Kelengkapan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 masih perlu penambahan yang telah dilakukan oleh 

pengawasan internal, maka PD wajib memberikan tambahan dalam kelengkapan 

surat pertanggungjawabannya. 

(2) Dalam hal terdapat kelengkapan surat pertanggungjawaban tidak dilakukan oleh 

PD, maka wajib diberikan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak yang 

ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. 
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(3) Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

merupakan bentuk pertanggungjawaban Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna 

Anggaran atas kurangnya kelengkapan yang telah ditentukan oleh Matriks 

Kelengkapan Surat Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(4) Format Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan 



 

Disalin sesuai dengan aslinya : 
a.n. SEKRETARIS DAERAH 

Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra 
u.b. 

KEPALA BAGIAN HUKUM 
 
 
 
 
 
 
 
 

SITI MU’ALIMAH, SH. M. Hum. 
Pembina Tingkat I  

NIP. 19630619 199303 2 003 

dengan Peraturan Bupatiini. 

 

BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal4 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2019.  

 

 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan 

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo. 

 

Ditetapkan di               Probolinggo 

Pada tanggal27  Nopember  2018 

BUPATI PROBOLINGGO 

ttd 

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE 

Diundangkan di         Probolinggo 

pada tanggal 28 Nopember 2018 

SEKRETARIS DAERAH 

ttd 

H. SOEPARWIYONO, SH, MH 

 Pembina Utama Muda  

NIP. 19621225 198508 1 002 

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2018NOMOR 60 SERI G1 
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